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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap
Pandangan Kyai Dusun Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Tentang
Pernikahan Istri Tanpa Putusan Cerai Dari Pengadilan Agama” ini merupakan hasil
penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan
tetang bagaimana pandangan kiai Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan tetang pernikahan istri tanpa ada putusan cerai dari pengadilan agama ?
dan menjawab pertanyaan bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap
pandangan kyai desa lerpak kecamatan geger kabupaten bangkalan ?

Untuk dapat menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian
dengan menggunakan metode deduktif deskriptif yang kemudian menggunakan
teknik wawancara dan pengumpulan data. Selanjutnya data yang dikumpulkan
menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola deduktif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dari pandangan kiai Desa Lerpak
Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan tentang pernikahan istri tanpa putusan
cerai dari Pengadilan Agama.

Beberapa berpendapat bahwa mereka berpendapat ada yang perlu untuk
dilakukan pencatatan dan ada yang mengatakan tidak perlu untuk dicatatkan. Yang
mengatakan diperlukannya bukti akta cerai untuk dapat melakukan pernikahan
kembali adalah agar sang kiai yang menikahkan bisa terlindungi secara hukum dan
pernikahannya bisa dicatatkan untuk melindungi hak anak terutama dalam hal
pendidikan karena persyaratan masuk dalam sekolah kini telah diminta akte
kelahiran.

Sementara pendapat yang mengatakan tidak diperlukannya adanya bukti
dari Pengadilan Agama terkait terjadinya sebuah perceraian dengan alasan bahwa
perceraian adalah cukup dari pengakuan salah satu pihak dan apabila terjadi
perselisihan dalam rumah tangga masyarakat lebih percaya apa yang katakan dan
dinasehatkan pada seorang kiai.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka, pasangan suami istri harus mampu
menjaga keharmonisan rumah tangga, serta diperlukannya kepedulian aparatur
pemerintahan bagi meraka yang terbatas akses untuk memeroleh haknya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Betapa tidak ada yang menandingi ke-Esaan Allah Swt. yang telah
menciptakan manusia dengan berpasangan, laki-laki dan wanita. Perlu kita
sadari lebih dalam mengapa harus ada perempuan dan laki-laki, mengapa
bukan laki-laki saja atau perempuan saja. Perbedaan penciptaan ini bukan
dimaksudkan untuk menegaskan kelebihan yang satu dengan yang lainnya.
Akan tetapi, adanya hal yang demikian itu agar jenis yang satu dengan yang
lain (laki-laki dan wanita) dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya

dalam ikatan pernikahan.

Pernikahan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Terdapat tiga mancam pendapat “ahli

ushul”, tentang arti nikah yang ingin penulis cantumkan, yakni:

1. Menurut ahli usul golongan hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan
menurut arti majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi
halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

2. Menurut ahli usul golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad
yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita,

sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.



3. Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagaian
ahli usul dari sahabat abu hanifah mengatikan nikah, bersyarikan artinya

antara akad dan setubuh.!

Wanita dan laki-laki adalah makhluk yang tidak dapat dibedakan
dari aspek kemanusiaannya. Yang satu tidak melebihi yang lainnya dalam hal
ini. Allah Swt. telah mempersiapkan keduanya untuk mengarungi kancah
kehidupan dunia sesuai dengan batas-batas kemanusiaanya. Laki-laki dan
wanita telah ditakdirkan untuk hidup bersama dalam sebuah masyrakat. Allah
Swt. Juga telah menetapkan bahwa kelangsungan keturunana manusia
bergantung pada interaksi kedua lawan jenis tersebut, selain keberadaan
keduannya pada setiap masyrakat. Oleh karena itu, keduannya harus sama-
sama dipandang sebagai manusia, lengkap dengan segala kelebihan yang
dimilikinya dan segala kemampuan yang mendukung kehidupannya. Untuk
menyatukan kedua makhluk yang berbeda itu, dibuatlah sebuah aturan dan

hukum yang dapat mengatur dengan baik sebuah pernikahan.

Pernikahan dalam islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia
agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri
dan yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan pada
agama dalam separo kesempurnaan yang diperolehnya. Pernikahan memiliki
manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya

serta menguatkan ibadah kepada Allah Swt. Pernikahan itu diperintahkan,

1 Abd. Shomad,Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta:
Kharisma Putra Utama,2017),259.



diperbolehkan, dan terkadang juga diharuskan. Nikah merupakan akad yang

menyatukan laki-laki yang ingin memperistri seorang wanita.’

Hukum islam sangat memperhatikan aturan dan etika pernikahan
secara detil agar hak dan kewajiban suami istri dapat tepenuhi dengan baik,
sehingga dapat menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis. Mulai dari
proses pengenalan calon hingga pentingnya pencatatan pernikahan agar
terlindunginya hak-hak keluarga oleh negara. Perkawinan adalah relasi yang
memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyaakat. Urgensi
perkawinan dalam kehidupan sosial masyarakat menyupai pentingnya akad
(transaksi) dalam jual beli dan muamalah.®> Namun saat ini banyak kita lihat
pengetahuan terkait pernikahan yang masih minim dan belum banyak
diketahui oleh masyrakat awam terutama yang masih rendah dalam
pendidikannya. Sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui terkait
pentingnya pencatatan dalam pernikahan yang dapat menimbulkan akibat
hukum. Yang perlu disesalkan tokoh-tokoh masyrakat yang menjadi sumber
rujukan membiarkan hal-hal prinsip yang salah yang dilakukan oleh masyrakat

setempat.

Dari pemasalahan yang timbul akibat tidak dicatatkannya
pernikahan, termasuk di dalamnya saat terjadi perceraian maka tidak bisa
mendapatkan putusan cerai dari pengadilan agama. Pernikahan oleh istri yang

belum mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama yang pernah terjadi

2 Muhammad Zuhaily, Figih Munakahat (Surabaya: CV. Imtiyas, 2010), 16.
% Ibid., viii.



di Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan
dilakukan oleh seorang perempuan yang telah menikah sebanyak empat kali
dengan rincian pernikahan pertama dilakukukan secara sah kemudian
pernikahan kedua ke tiga ke empat pernikahan dilakukan tanpa adanya
pencatatan pernikahan, karena jauhnya lokasi pedesaan dari pusat perkotaan
membuat masyarakat enggan untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan
Agama Geger, penikahan berkali-kali yang dilakukan oleh perempuan tesebut
didasarkan karena sedikitnya lapangan pekerjaan dan masih minimnya
penduduk yang memiliki pendidikan tinggi sehingga membuat mereka
khususnya para laki-laki untuk bekerja di luar negeri sehingga para laki-laki
lebih suka merantau dan karena lama tanpa adanya kabar maka perempuan
tersebut memutuskan untuk menikah lagi dan tanpa berpikir panjang
perempuan tersebut mendatangi kyai dan minta dinikahkan lagi dengan laki-

laki pilihannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, keabsahan pernikahan istri yang
belum mendapatkan putusan cerai dari pengadilan agama di Dusun Galisan
Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Penulis tertarik untuk
meneliti pandangan Kyai diwilayah tersebut terhadap permasalahan yang
tertulis diatas serta menganalisis pandangan Kyai menggunakan presepektif
Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat memberikan jawaban terhadap
masalah yang tergambar dalam penjabaran diatas, yaitu bagaimana pandangan

Kyai terhadap pernikahan istri yang belum mendapatkan putusan cerai dari



pengadilan agama yang ada di Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger

Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperjelas
pernikahan seorang istri sebelum mendapatkan putusan cerai dari pengadilan
agama dalam pandangan Kyai dan analisis dalam hukum islam. Dari sini
penulis merumuskan masalah penelitian diatas dalam judul “Analisis KHI
terhadap pandangan Kyai Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan tentang keabsahan pernikahan istri sebelum ada

’

putusan cerai dari Pengadilan Agama Bangkalan.’

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis akan

melakukan beberapa identifikasi masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. adanya pernikahan siri dari istri yang belum mendapatkan putusan cerai
Pengadilan Agama

b. faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan istri sebelum ada
putusan cerai dari Pengadilan Agama di Dusun Galisan Desa Lerpak
Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

c. pandangan Kyai Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan tentang keabsahan pernikahan istri sebelum ada putusan cerai

dari Pengadilan Agama Bangkalan.



d. pandangan KHI terhadap pandangan Kyai Dusun Galisan Desa Lerpak
Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan tentang keabsahan pernikahan
istri sebelum ada putusan cerai dari Pengadilan Agama Bangkalan.

e. analisis KHI terhadap pandangan Kyai Dusun Galisan Desa Lerpak
Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan tentang keabsahan pernikahan
istri sebelum ada putusan cerai dari Pengadilan Agama Bangkalan.

Dari identifikasi masalah diatas, dapat di ketahui bahwa diperlukan
adanya batasan masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah agar
penelitian ini lebih fokus dan terarah, berikut ini batasan masalanya:

1. Pandangan kyai Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan Tentang Keabsahan Pernikahan Istri Sebelum
Ada Putusan Perceraian Dari PA Bangkalan.

2. Analisis KHI Terhadap Pandangan Kyai Dusun Galisan Desa Lerpak
Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Tentang Keabsahan
Pernikahan Istri Sebelum Ada Putusan Perceraian Dari PA

Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, identifikasi
masalah dan batasan masalah, penulis dapat merumuskan masalah yang akan

diteliti dalam skripsi ini, diantara rumusan masalahnya adalah sebagai beikut:



1. Bagaimana pandangan Kyai Dusun Galisan Desan Lerpak Keamatan
Geger Kabupaten Bangkalan tentang keabsahan pernikahan istri sebelum
ada putusan peceraian dari Pengadilan Agama Bangkalan?

2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pandangan
Kyai Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan tentang keabsahan pernikahan istri sebelum ada putusan

peceraian dari Pengadilan Agama Bangkalan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang pernikahan istri tanpa putusan cerai dari suami
bukanlah kajian yang baru, setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti
melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang
relevan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu tentang
penikahan pernikahan istri yang belum mendapatkan putusan cerai dari
Pengadilan Agama, berdasarkan temuan penulis ada karya-karya ilmiah yang

serupa dengan skripsi ini diantarany adalah:

I Skripsi yang ditulis oleh Septiawan Tri Pamungkas dengan judul
tinjauan hukum islam tentang presepsi masyarakat desa beget kecamatan
kalitidu kabupaten bojonegoro terhadap perkawinan poliandri. Dalam
skripsi ini membahas tentang presepsi masyarakat desa beget kecmatan
kalitidu kabupaten bojonegoro yang membiarkan anggota warga mereka

melakukan perkawinan poliandri, tanpa adanya teguran karena mereka



masih menganggap pelaku sebagai tetangga, masih menghargai, masih
menghormati dan ingin menjaga kerukunan tetangga. Dijelaskan juga
asas-asas yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-
Undang Perdata, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa
disebutkan hnya seorang laki-laki yang boleh memiliki istri lebih dai
satu. Maka penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam
tentang Presepsi Masyarakat desa beget kecamatan kalitidu kabupaten

bojonegoro terhadap perkawinan poliandri.*

2. Skripsi yang telah ditulis oleh Asyirullah Mansyur dengan judul Analisis
Hukum Islam terhadap paktik poliandri di Desa Kepuhkiriman
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo: studi kasus di Desa Kepuhriman
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoajo. Skripsi ini membahas tentang
faktor yang memengaruhi terjadinya poliandri termasuk salah satunya
adalah faktor ekonomi dari suami pertama yang kurang mencukupi,
sekalipun agama islam telah melarang adanya poliandri, serta dalam
skripsi tersebut telah di sebutkan juga beberapa ayat yang melarang
poliandri. Maka penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam
tentang Presepsi Masyarakat Kepuhriman Kecamatan Waru Kabupaten

Sidoajo terhadap perkawinan poliandri.’

* Tri Pamungkas, tinjauan hukum islam tentang presepsi masyarakat desa beget kecamatan
kalitidu kabupaten bojonegoro terhadap perkawinan poliandri, Skripsi UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2012.

5 Asyirullah Mansyur, Analisis Hukum Islam terhadap paktik poliandri di Desa Kepuhkiriman
Kecamatan Waru Kbupaten Sidoarjo. studi kasus di Desa Kepuhriman Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoajo, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.



3. Skripsi yang telah ditulis oleh Mohammad Mukromin dengan judul
Tinjauan Hukum islam terhadap faktor penyebab perceraiaan di
kalangan TKI studi kasus di Desa Genuk Waru Kecamatan Ngoro
Kaupaten Jombang. Skripsi ini sengaja saya jadikan sebagai acuan
karena di dalamnya membahas tentang alasan-alasan yang dikemukaan
dari terjadinya perceraiaan para TKI diantaranya adalah karena akibat
dari perselingkuhan, ekonomi yang kuang stabil, ketidak hamonisan,
minimnya tanggung jawab, dan cemburu yang berlebihan.

Skripsi pertama yang membahas tentang presepsi masyarakat desa
beget kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro yang membiarkan anggota
warga mereka melakukan perkawinan poliandri, tanpa adanya teguran
karena mereka masih menganggap pelaku sebagai tetangga, masih
menghargai, masih menghormati dan ingin menjaga kerukunan tetangga,
dalam hal ini penulis mendapatkan referensi tentang bagaimana pandangan
masyarakat yang mengetahui adanya praktik seorang istri yang menikah
lebih dari satu kali, dapat dilihat juga bahwa apa yang penulis tulis itupun
sudah sering terjadi dan menjadi hal yang wajar bagi masyarakat.

Skripsi kedua yakni tentang pandangan islam terhadap poliandri yang
terjadi di desa Kepuhriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoajo, dengan
keterkaitan judul yang penulis teliti adalah pada pandangan hukum islam

tentang pernikahan oleh seorang istri, dengan permasalahan yang

¢ Mohammad mukromin, Tinjauan Hukum islam terhadap faktor penyebab perceraiaan di
kalangan TKI studi kasus di Desa Genuk Waru Kecamatan Ngoro Kaupaten Jombang. Skripsi
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013
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dikemukakan adalah kebutuhan saat ini yang semakin beragam sementara
sang suami tidak dapat memenuhinya, maka keterkaitannya adalah dari
objek yang peneliti lakukan salah satu akibat dari terdinya pernikahan
kembali oleh istri adalah karena tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun
batin seorang istri.

Skripsi ketiga adalah faktor penyebab perceraiaan dikalangan TKI
yang memiliki keterkaitan dengan apa yang Penulis tulis yakni dalam
penelitian penulis wilayah yang diteliti adalah para warganya banyak
menjadi TKI, sehingga pemenuhan kebutuhan suami istri yang tidak dapat
berjalan dengan baik.

Tentang jurnal dan artikel yang dijelaskan di atas pembahasannya
berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian kali ini lebih di
tekannkan bagaimana pandangan Kyai terhadap keabsahan pernikahan istri
yang belum mendapatkan putusan cerai dari pengadilan agama jika di lihat
dari Kompilasi Hukum Islam. Sehingg dalam penelitian ini penulis
membahas Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pandangan Kyai
tentang keabsahan pernikahan istri yang belum mendapatkan putusan cerai
dari Pengadilan Agama di Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger

Kabupaten Bangkalan.
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E. Tujuan Penelitian

Dari kajian pustaka di atas dapat diberikan tujuan atas penelitian ini,

dan mendapatkan pengetahuan sebagai tujuan penelitian, maka pelu ada tujuan

yang ingin penulis cantumkan yakni:

1.

Mengetahui pandangan Kyai tentang keabsahan pernikahan istri tanpa
ada putusan cerai dari Pengadilan Agama Bangkalan yang berada di
Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Dapat mengetahui tentang analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap
pandangan Kyai Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan tentang keabsahan pernikahan istri yang belum

mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya dapat berguna untuk dua

hal sebagai berikut:

a.

Teoritis

Dapat membuka khazanah keilmuan bagi para akademis dan
hasil  penelitian ini  diharapkan menambah  wawasan dan
mengembangkan bidang pengetahuan pada masyarakat secara umum
pengenai pentingnya pencatatan pernikahan melalui tulisan yang penulis
teliti . Agar semua pasangan suami istri berhati-hati dalam menjaga
keutuhan rumah tangga, saling percaya. Karena betapa berharganya arti

rumah tangga yang dijalani bersama. Dan penelitian ini dapat digunakan
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rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang analisis kompilasi
hukum islam terhadap pandangan Kiai tentang penikahan seorang istri
yang belum mendapat putusan cerai dari peengadilan agama.
Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam
rujukan tambahan hukum islam yang dapat bermanfaat dan menjawab
permasalahan tentang pernikahan istri yang belum mendapat putusan
cerai dari Pengadilan Agama. Sehingga nantinya penelitian ini bisa
menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya di Dusun Galisan Desan
Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Diharapkan nantinya
bisa berkembang dan diterbitkan dalam buku yang nantinya bisa

membuka wawasan masyarakat.

G. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi kesalahan tehadap judul skripsi ini, maka perlu

diuraian dan dijelaskan ungkapan di atas sebagai berikut:

1.

Kompilasi Hukum Islam : pedoman dalam penyelesaian masalah yang
terbagi dalam tiga buku yaitu; buku I tentang hukum perkawinan, buku
II tentang kewarisan, dan buku III tentang perwakafan.’

Pandanga kiai : pendapat seorang ulama yang memimpin dan peduli

terhadap dinamika kehidupan keaagamaan dan kehidupan sosial

7 Inpres No. 1 tahun 1991
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masyarakat di Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan.

3.  Keabsahan pernikahan : Menurut KHI, perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 Menurut UU No 1 Tahun 1974,
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
massing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.’
Sementara menutut Figh, perkawinan yang sah adalah perkawinan
yang semua rukun dan syarat sahnya didempurnakan, sehingga
berimplikasi pada pengaruh-pengaruh yang telah ditetapkan oleh al-
Syari Al-Hakim (Allah SWT Yang Maha BijakSana) pada suami istri.'°

4.  Perceraian : Menurut KHI, Perkawinan dapat putus karena; Kematian,
Perceraian, dan atas putusan pengadilan.!! Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama
tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan edua belah pihak.'
Menurut UU No. 1 Tahun 1974, Prcaraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang Sidang Pengadilan setela Pengadilan yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak'.

8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 4

®UU No. 1 Tahun 1974

10 Muhammad Zuhaily, Figih Munakahat (Surabaya: CV.IMTIYAZ ,2010), 182.
11 Kompilasi Hukum Islam Pasal 113

12 Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

13 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1)
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Sedangkan menurut fiqih, talaq adalah iqrar berubapa pemutusan

hubungan suami istri atas sebuah pernikahan yang sah sebelumnya.'*

H. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field
Research). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang
diperoleh dai lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini
dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk
mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan
Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:
a. Jumlah Kyai yang berada di Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan
b. Pandangan masyarakat terhadap Kyai peran serta pengaruh terhadap
kehidupan masyarakat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan
c. Data tentang praktik nikahnya seorang istri yang belum mendapatkan
putusan cerai dari Pengadilan Agama.
d. Data pandangan dan dasar hukkum Kyai terhadap pernikahan istri
yang belum mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama di

Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

14 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Figih Indonesia Pernikahan (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2019),
443,
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2. Sumber Data
Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi
sumber data penelitian ini adalah:
a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh atau

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan

penelitian atau orang yang memerlukannya.!> Dalam penelitian ini
sumber primernya adalah:

1) Pandangan para aparatur kepengurusan Desa Lerpak Kecamatan
Geger Kabupaten Bangkalan terhadap praktik pernikahan seorang
istri yang belum mendapatkan putusan cerai dari pengadilan
agama.

2) Keterangan pandangan Kiai terhadap pernikahan istri yang belum
mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber hukum yang terdiri atas buku-

buku teks (fextbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh

(de hersende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-

kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang

berkaitan dengan topik penelitian.'yang menjadi sumber data

sekunder anara lain sebagai berikut:

15 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.
16 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Banyumedia
Publishing, 2005), 296.
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1.  Abdul Syukur al-Azizi, Buku Lengkap Figh Wanita; Diva Press,
Yogyakarta.
2. Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum,; Hilal Pustaka,

Surabaya.

3. Dr. Johnny Ibrahim,S.H.,M.Hum., Teori dan Metodologi

Penelitian Hukum Normatif; Banyumedia Publishing, Surabaya.

4.  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,; UI-Press,
Jakarta.
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan berdasarkan
sumber data diatas, maka penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis
adalah teknik Wawancara atau Interview yakni metode
pengumpulan data untuk memperoleh keterangan mengenai perilaku
manusia, dan juga untuk memahaminya. Dengan tujuan untuk
mengemukakan ide-ide, perasaan, sikap, dan lain-lain. Kadang-
kadang terjadi, bahwa pihak yang memerlukan penyaluran hal-hal
itu, sama sekali tidak memperhitungkan bagaimana sikap lawan
bicarannya. Yang pokok baginya adalah, bahwa segala ide-ide,

perasaan maupun sikapnya tersalurkan.!”

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul-Press, 1984),221.
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Wawancara ini penulis melakukannya dengann beberapa
sasaran dari setiap informan untuk mendapatkan penejelasan
tentang pernikahan istri yang belum ada putusan cerai dari
Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan dan pandangan Kiai tentang paktik
pernikahan tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara
dengan istri yang menikah sebulum ada putusan cerai dari
Pengadilan Agama dan tokoh agama seperti Kiai Mushola dan Kyai
Pondok Pesantren di Dusun tersebut serta para tokoh masyarakat
seperti Ketua RT. Ketua RW. Dan Kepala Desa. Yang kemudian
akan dideskripsikan dalam bentuk narasi.

4. Teknik Pengolahan Data
a. Organizing
Organizing yakni pengaturan dan penyusunan data dengan
sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan
rumusan. Jadi tahapan ini adalah proses yang harus diselesaikan untuk
bisa dijadikan sebuah karya yang dinamakan skripsi.
b. Editing
Editing yakni tahap pemeriksaan data oleh penulis untuk
memeriksa kembali data yang terkumpul untuk mengetahui apakah
data yang terkumpul cukup baik agar dapat diolah untuk menjadi
sebuah skripsi.

5. Teknik Analisis Data
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Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari
lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data. Seperti
halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagaian
yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat
diberi arti dan makna yang jelas sehingga penelitian tersebut dapat
memecahkan persoalan dalam penelitian.

Dalam teknis analisis ini, maka penulis akan menganalisis
data menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu
bermula dari teori yang bersifat umum yaitu berupa buku-buku atau karya
tulis ilmiah yang menjelaskan tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya
tentang perkawinan dalam KHI dan kemudian dikhususkan lagi tentang
pandangan KHI terhadap pendapat Kiai tentang keabsahan pernikahan
seorang istri yang belum mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan

Agama.

I. Sitematika Pembahasan
Secara garis besar, skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab yang
saling bekaitan satu sama lain dan merupakan sebuah sistem yang berurutan
untuk mencapai sebuah kesimpulan dalam mendapatkan tujuan dalam
penelitian ini. Supaya lebih mudah dalam penyususnan penelitian skripsi ini,
maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan penelitian skripsi ini

dalam lima bab sebagai berikut:
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Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
opeasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang keabsahan pernikahan dan perceraiaan
dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Rukun dan Syarat
pernikahan, syarat materiil dan formil sebuah pernikahan, syarat materiil dan
formil sebuah perceraiaan, dan status istri selama proses perceraiaan dan
akibat hukumnya.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian tentang pandangan kiai
Desa Lerpak Kecamatan Galisan Kabupaten Bangkalan yang berisi tentang
latar belakang pendidikan Kiai, pandangan Kiai  terhadap keabsahan
pernikahan istri yang belum mendapatkan putusan cerai Pengadilan Agama
Bangkalan, dan penjabaran pandangan Kiai serta dasar hukum yang
digunakan.

Bab keempat berisi tentang analisis Kompilasi Hukum Islam
terhadap pandangan Kiai tentang pernikahan istri yang belum mendapatkan
putusan cerai dari pengadilan Agama di Desa Lerpak Kecamatan Galisan
Kabupaten Bangkalan.

Bab kelima adalah kesimpulan yang berisi tentang kesimpun dan
saran yang bisa membbantu problematika masyarakat terutama untuk

permasalahan yang sejalan dengan permasalah judul penulis.
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BAB II
KEABSAHAN PERNIKAHAN DAN PERCEAIAN DALAM

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Keabsahan Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam

pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua
manusia dan merupakan cara Allah sebagai jalan bagi mahluknya untuk
berkembang biak, memperbaiki keturunan, dan menyempurnakan
kehidupannya. Pernikahan dapat dikatakan baik jika keduannya berperan
sesuai dengan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari
pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan
perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan
berupa pernikahan. Sehingga dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan
perempuan pada naluri seksual dapat berjalan dengan aman dan terjaga.

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan al-nikah yang
bermakna al-wathi’ dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut
dengan al-dammu wa al-jam’u, atau berkumpul dan akad.'® Beranjak dari
makna etimologis inilah para ulama figih mendefinisikan perkawinan dalam
konteks hubungan biologis semata. Definisi lain yang diberikan oleh Wahbah
al-Zuhaily adalah: “akad yang telah ditetapkan oleh syari’ aga seorang laki-

laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta’ dengan seorang

18 Wahbah al-Zuhaily, al-figh al-islami wa adilatuhu (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 29.
Dalam buku hukum perdata islam di Indonesia study kritis perkembangan hukum islam dari Figih,
UU No0.1/1974 sampai KHI Oleh Amirul Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigakn
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3

nikah adalah akad yang

memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja. Yang artinya

kehalalan bagi seorang laki-laki unuk beistimta’ dengan seoang wanita selama

tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.

1.

Rukun Dan Syarat Keabsahan Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum,
terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut
dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam
hal bahwa keduannya merupakan suatu hal yang harus diadakan. Dalam
suatu acara pernikahan misalanya rukun dan syaratnya tidak boleh
tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduannya tidak ada atau
tidak lengkap. Keduanyamengandung arti yng berbeda dai segi bahwa
syarat itu adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan
unsurnya. Adapun syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti
syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa
rukun itu adalah bagian dari hakikat perkawinan itu sendiri, sepeti laki-
laki, perempuan, wali, dan akad nikah. Sedangkan syarat pekawinan
merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya

terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak

19 Ibid.
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dan kewajiban sebagai suami istri.?’ Dalam definisi lain juga yang
dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam suatu
perkawinan, tetapi tidak termasuk dari hakikat perawinan, misalnya
syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal, dan sebagainnya sesuai denga
yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Diskursus tentang rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan
perlu adanya pemahaman betul terkait dengan keduanya. Meninjau dari
Kompilasi Hukum Islam bab ke IV dengan judul Rukun dan syarat
perkawinan, dan pada bagaian kesatu adalah rukun dari sebuah
perkawinan. Namun dibagian berikutnya tidak mencantumkan apa syarat
perkawinan, dan hanya diberikan penjelasan-penjelasan berkaitan tentang
point-point yang termaktub di dalam bab ke VI Kompilasi Hukum Islam.
Sehingga dari sini dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud Syarat
dalam Kompilasi Hukum Islam adalah syarat yang berkaitan pada rukun
perkawninan tersebut. Dalam melaksanakan sebuah penikahan terdapat
beberapa persyaatan keabsahan;

a. Calon suami dan calon isteri
Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga maka syarat
sebuah pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Yakni:
1. calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri

sekurang-kurangnya berusial 6 tahun. Pasal 15 ayat (1).

20 Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),45.
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2. pernikahan didasarkan atas persetujuan kudua calon mempelai
berupa pernyataan tegas dan nyata dengantulisan, lisan, atau
isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada
penolakan yang tegas. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

3. Persetujuan calon mempelai dilakukan dihadapan dua orang saksi
setelah Pegawai Pencatat Nikah menanyakan. Pasal 17 ayat (1)

4. Bagi calon mempelai yang tuna wicara atau tuna rungu
persetujuan dapat dilakukandalam bentuk tulisan atau isyarat yang
dapat dimengerti.

Kemudian, ditambah pada ayat (2) yakni bagi calon
mempelai yang belummencapai umur 21 tahun harus mendapati
1zin sebagaimana yang diatur pula pada pasal 6 ayat (2),(3),(4),
dan (5) UU No. 1 tahun 1974.

b. Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seorang
yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap
dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas
nama orang lain itu adalah karena orang itu memiliki sesuatu
kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak
secara hukum. Syarat seorang wali bedasarkan Kompilasi:
1. Muslim : syarat mutlak untuk wali nikah yang dilakukan secara

1slam.
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2. Aqil : mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk malkukan
suatu transaksi®!
3. Balig : tidaklah sah persaksian anak kecil sekalipun sudah
mumayyiz
Kemudia pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali
hakim. Dalam pasal 21 ayat (1) dibahas empat kelompok wali
nasab yakni:
1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah,
kakek dari pihak ayah seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan
keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung
ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki
seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
Menyangkut dengan Wali hakim dinyatakan pada pasal 23 yang
berbunyi:
1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau
tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ‘adlal atau

enggan.

21 Wasman dan Wadah Nuroniyah, Hukum perkawinan Islam Di Indonesia perbandingan Figih dan
Hukum Positif (Yogyakarta: CV. MITRA UTAMA, 2011), 53.
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2. Dalam hal wali ‘adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan
Agama tentang wali tersebut.

c. Saksi Nikah
Pada bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan
bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap pernikahan
harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pada pasal 25 Kompilasi

Hukum Islam yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah

ialah:

1. Laki-laki
2. Muslim
3. Adil

4. Aqi

5. Balig

6. Tidak terganggu ingatan dan tidak tunga rungu atau tuli.

7. Saksi harus hadir serta menyaksikan secara lansung akad nikah
serta mendatangani akta pada waktu dan di tempat akad nikah
dilangsungkan.

d. Akad Nikah

Sayrat akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:
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1. Pasal 27 dinyatakab bahwa, [jab dan kabul antara wali dan
calon mempelai harus dilakukan secara jelas beruntun dan
tidak berselang waktu.?

2. pasal 28 mengatur bahwa akad nikah dilaksanakan oleh
wali nikah yang besangkutan dan bisa diwakilkan oleh
kepada orang yang telah diberinya kuasa.?

3. Pasal 29 Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon
mempelai pria secara pribadi jika terdapat halangan maka
dapat diwakilkan kepada pria lain atas izin dari calon
mempelai pria yang memberinya kuasa secara tegas dan
tertulis.?*

2. Akibat Hukum Keabsahan Pernikahan

Dalam kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Perkawinan adalah
sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat

(1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.?

Yang
berbunyi bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya itu.?® Perkawinan yang sah
adalah ialah perkawinan yang semua rukundan syarat sahnya

disempurnakan, sehingga berimplikasi pada pengaruh-pengaruh yang

telah ditetapkan oleh al-Syari’ al-Hakim ( Allah Swt. Yang maha

22 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27
2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 228
24 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 229
25 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4
26 JU No. 1 tahun 1974
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bijaksana) pada suami istri. Menurut kompilasi hukum islam perkawinan
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Menurut
Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan
bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah, pernikahan yaitu akad
yang sangat kuat atau Miitsagan Ghalidhan untuk mentaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah.?” Kata Miitsagan Ghalidhan
ditarik dari firman Allah Swt. yang terdapat pada surah an-Nisa’ ayat 21

yang berbunyi
HERHER i, BT PR ] 1ty 2 3 65 45,026 L

artinya; bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu
berikan pada isterimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)
dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah

mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Miitsagan Ghalidhan).?®

Berkenaan dengan tujuan pernikahan tersebut dimuat dalam pasal
berikutnya yang berbunyi: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tentra,
cinta, dan kasihsayang). Agaknya tujuan ini juga dirumuskan melalui

firman Allah Swt. yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 21 yang atinya

27 Kompilasi hukum islam
2 Qs. An-nisa’ ayat 21, quranidea(Bandung: Buana Citra Ciwastra, 2007)
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“diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadannya, dan dijadikannya diantara rasa kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

kebesaranNya bagi kaum yang berpikir.

Dalam pasal 5 Kompilasi hukum islam dinyatakan bahwa agar
terjaminannya ketertiban perkawinan bagai asyarakat islam setiap
perkawinan harus dicatat dan pencatatan pekawinan tersebut dilakukan
oleh pegawai pencatat nikah. Maka untuk memenuhinya seperti yang ada
pada pasal 6 maka prnikahan harus dilangsungkan dan dibawah
pengawaasan Pegawai Pencatat Nikah.?’ Dan apabila itu tidak dilakukan
maka pernikahan dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan
hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah seperti yang termuat dalam
pasal 7 ayat 1 dan 2. Ayat (1), menyatakan bahwa pernikahan hanya
dapat dibuktikah dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat
Nikah. Ayat (2), dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan

Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.*°

Definisi pernikahan dalam fiqih memberikan kesan bahwa
perempuan perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang
laki-laki. Yang dilihat pada diri perempuan adalah aspek biologisnya saja.

ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat’ atau al istimta’ yang semuanya

2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6
30 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7
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berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian sebagai tanda
ikhlas sebagau tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga
didefinisikan sebagai pemberian yang mengakiatkan halalnya seorang

laki-laki berhubungan seksual dengan perempuan.

Menurut hanabillah nikah adalah akad yang menggunakan lafadz
inkah yang bermakana tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk
bersenang-senang.

Dari definisi diatas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam
kitab-kitab figih seperti yang telah diuraikan di muka, tampaknya para
ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan
biologis saja. hal ini wajar karena makna dari nikah itu sendiri sudah
berkonotasi dengan hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam
merumuskan definisi tidak akan menyimpang apalgi berbeda dengan
makna aslinya. Definisi perkawinan dalam figih memberikan kesan bahwa
perempuan ditempatkan pada objek kenikmatan sang laki-laki. Yang

dilihat dalam diri wanita adalah aspek biologisnya saja.

B. Keabsahan perceraian menurut ulam figih
Mayoritas ahli figih termasuk keempat imam madzab paling
popular di kalangan ahlus-sunnah: Abu Hanifah, malik, Syafi’l dan ahmad
bin hanbal, memiliki beberapa pendapat bahwa talak dapat dijatuhkan dan

berlaku walau tanpa saksi, mengingat bahwa dia merupakan hak dan
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wewenang suami sendiri (dan karenanya ia diperbolehkan menggunakan
haknya sewaktu-waktu tanpa memerlukan saksi), di samping tidak ada
petunjuk dari Nabi saw. maupun para sahabat tentang keharusan adanya saksi
ketika suami menceraikan istrinya. Disamping itu ulama dari madzab Hanafi
dan Hambali mrnfinisikan perceraian sebagai pelepasan ikaan perkawinan
dan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafadz khusus.
Berbeda sedikit dengan dengan dua madzab tadi, ulama dari madzab syafi’i
mendefinisikan perceraian sebagai pelepasan akad nikah dengan lafad talak
atau semakna dengan itu (kata-kata perceraian). Sedangkan menurut ulam
madzab Maliki, perceraian adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan
gugurnya kehalalan hubungan suami istri.’!

Al-Mahali dalam kitabnya Sharah Minhaj at-Talibin,seperti yang
dikutip oleh Amir Syarifuddin®?, terdapat 3(tiga) kata kunci yang
menunjukkan hakikat dari perceraian, yaitu:

Pertama,kata melepaskan atau membuka atau meninggalkan,
mengandung makna bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini
telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua,kata ikatan perkawinan yang mengandung makna bahwa
talak itu mengakhiri hubunganperkawinan yang terjalin selama ini. Jika
ikatan perkawinan mengakibatkan halalnya seseorang melakukan
hubungansuami istri, maka sebaliknya, jika telah dibuka ikatan tersebut

haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri.

31 Rizam Aizki, Figh Keluarga (Yogyakarta:Laksana,2018),53
32 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. |, (Jakarta: Kencana, 2006), 199.
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Ketiga; kata dengan lafadh Ta-la-ga dan kata yang sejenisnya
mengandung makna bahwa perkawinan itu putus melalui ucapan yang
menggunakan kata-kata talak bukan dengan kata yang lainnya. Karena kata

talak mengakibatkan putusnya perkawinan.

C. Keabsahan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Perceraian dan alasannya

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan
dalam Kompilasi Hukum Islam untuk menjelaskan “perceraian” atau
berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Cerai talak ialah
ketika seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan
isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan
sidang guna untuk menyaksikan ikrar talak.>® Cerai gugat ialah perceraian
yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang d aerah
hukumnya meiliputi tempat kediaman penggugat dengan sengaja

meningggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat (suami).>*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menyatakan
bahwa perkawinan dapat dikatakan putus terdapat tiga penyeab yang
pertama, karena kematian; kedua, disebabkan karena perceraian atas

putusan Pengadilan; dan yang ketiga, adalah karena putusan dari

33 Hilam Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007),163.
34 Ibid., 167
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pengadilan, yang kemudian dalam pasal 114 putusnya perkawinan yang

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan

gugatan perceraian. Yang kemudian dipertegas dalam pasal 115

perceraiaan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

setelah Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak.>> Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya

perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 yang berbunyi:*¢

g.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut
turut tanpa izin salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena
hal lain diluar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Anatara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

Suami telah mekangga taklik talaq.

35 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115
36 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116
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h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan rumah tangga.

Dalam pasal 125 juga disebutkan penyebab putusnya perkawinan ialah
termasuk didalamnya adalah Li’an yang menyebabkan putusnya
perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.’’ Kemudian
dipetegas dalam pasal 126 bahwa Li’an tejadi karena suami menuduh isteri
berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah
terlahir dai isterinya, sedang isterinya menolak tuduhan atau pengingkaran

tersebut.>®

2. Prosedur perceraian

salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan
ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena
peceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
yang bahagia dan sejahtera akibat perbuatan manusia. Lain halnya putus
perawinan karena kematian yang merpakan takdir dari tuhan Yang Maha

Esa yang tidak dapat dielakkan manusia.

pada pasal 129°°

yang berbunyi apabila seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada

isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada

37 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 125
38 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 126
3% Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129
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Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan

alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan
tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum

banding dan kasasi.

Pasal 131%!

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan
dimaskud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh
hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan
tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan
talak.

2. setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak
dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang
bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga,
pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami
untuk mengikrarkan talak.

3. setelah keputusannya mempnyai kekuatan hukum tetap suami
mengikarkan talaknya di depan sidang pengadilan Agama, dihadiri

oleh istri atau kuasanya.

40 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 130
4 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131
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4. bila suami istri tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam
bulan terhitung sejak putusan pengadilan Agama tentang izin ikrar
talak baginyamempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami
untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap
utuh.

5. setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat
penetapan tentang terjadinya talak dikirimkan kepada pegawai pencatat
nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan
pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada
suami istri dan helai ke empat diberikan kepada pengadilan Agama.

Kemudian perceraian karena gugatan dalam kompilasi hukum
islam pasal 132%* ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, ayat (1) gugatan
perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama
yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri

meninggalkan tempat kediamannya bersama tanpa izin suami. Pasal (2),

dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan

Agama memberitahukan gugatan tesebut kepada tergugat melalui

perwakilan Repulik Indonesia Setempat.

Pasal 133% ayat (1) gugatan perceaian karena alasan pasal 116*
huruf b yakni Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun
berturut turut tanpa izin salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain diluar kemampuannya. Dapat diajukan setelah terlampau

42 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132
43 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 133
44 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116
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dua tahun terhitung sejak tergugat meningalkan rumah. Ayat (2) gugatan

dpata diterima apabila tergugat menyataan atau menunjukkan sikap tidak

mau lagi kembali ke umah kediaman bersama. Kemudian gugatan
perceraian karena alsan yang tersebut dalam pasal 116 huruf f maka dalam
pasal 134 KHI dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan

Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

setelah mendenga pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan

suami isteri tersebut. Kemudian pada pasal 135, gugatan perceraian karena
alasan suami mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang
lebih bera sebagaiamana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka
apabila ingin memeroleh putusan perceraian sebagai bukti penggugat
cukup menyampaikan hasil putusan Pengadilan yang memutus perkara
disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Prosedur bekaitan tentang persidangan diatur pada pasal 141 point

(1), point (2), dan point (3);*

1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-
lambatnya tiga puluh hari setelah diterimannya berkas atau surat
gugatan peceraian.

2) Dalam penetapan waktu sidang gugatan perceraian perlu dipehatikan
tentang waktu pemanggilan dan diterimannya panggilan tersebut oleh

penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

4 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 141
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Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116
huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraiaan ditetapkan sekurang-
kurangnya enam bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian
kepada kepaniteraan Pengadilan Agama.
3. Kepastian hukum perceraian di luar prosedur peradilan

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga.
Peceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perawinan
bukan perceraian, perceraian dapat terjadi dengan akibat yang berbeda-
beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula
karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran yang selalu
merundung perjalanan rumah tangga suami isteri, bahkan ada juga yang
bercerai karena salah satu dari suami istri tidak lagi fungsional secara

biologis, misalnya suaminya impoten atau isterinya yang mandul.*®

Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang
terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya
terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan
oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragam islam
terhitungsejak jatunya putusan Peradilan Agama yang mempunya hukum

tetap.?’

Berangkat dari pasal 116 huruf b yang menyatakan bahwa

perceraian dapat terjadi apabila Salah satu pihak meninggalkan pihak lain

46 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2008), 47.
47 Hilam Hadikusuma,. Hukum Perkawinan Indonesi,163
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selama dua tahun berturut turut tanpa izin salah satu pihak dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Yang
kemudian bisa ditilik kembali dalam pasal dalam pasal 115 perceraiaan
hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah
Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak. Dan pasal 8 yang dengan tegas mengatakan bahwa putusnya
pernikahan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai
erupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,

ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Maka dalam kasus Perniakahan istri tanpa ada putusan peceraian dai
Pengadilan Agama dapat dikatakan tidak sah mengingat bahwa menurut
Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang mengatakan perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengeadilan Agama setelah Pengadilan
Agama berusaha mendamaikan keduannya. Namun dalam kasus kali ini
tidak penah terjadi pengajuaan perceraian baik dari pihak suami maupun
isteri, sekalipun pada saat itu sang isteri telah ditinggal selama dua tahun,
pihak isteripun tidak mengajukan permohonan gugatan perceraian seperti
yang temaktub dalam pasal 133 Kompilasi Hukum Islam.
akibat hukum terhadap pelaksanaan perceraian diluar persidangan menurut

Kompilasi Hukum Islam.

Islam telah mengakhiri perbudakan terhadap kaum perempuan,

secara tidak langsung telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk
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mendapatkan kembali kehormatan, kemudian memiliki suami dan anak
dalam sebuah naungan keluarga yang utuh. Islam juga telah memberikan
hak untuk meminta talak ketika hal tersebut memang harus dilakukan.*s
Sebelum membahas tentang akibat hukum terhdap pelaksanaan perceraian
diluar persidangan maka perlu kita pahami kembali bahwa dalam
Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan karena perceraian
dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian (pasal 114).
Kemudian dalam pasal berikutnya dijelaskan juga bahwa perceraian hanya
dapat dilakukan depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan
Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak (pasal 115).* Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa
perceraian istri di dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger tidak
pernah terjadi perceraian, karena pasngan tersebut sebelumnya tidak
pernah mengajukkan perceraian di muka pengadilan. Dalam perceraian
bukan hanya suami isteri yang menjadi korban permainan duniawinya,
tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling
bersilatuahim dengan seketika dapat bercerai berai. Pada dasarnya,
perceraian dalam pandangan hukum islam meupakan keniscayaan yang
tidak mungkin terhindar karena dinamika sebuah rumah tangga yang tidak
kekal sifatnya, meskipun tujuan pernikahan adalah membangun rumah

tangga yang kekal dan bahagia.>

48 Syaikh Mutawalli As-Syaawi, figih Perempuan Muslimah (Jakarta: AMZAH,2009),109-110.
49 Kompilasi Hukum Islam BAB XVI tentang Putusnya perkawinan pasal 114 dan pasal 115.
50 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang,55.
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Akibat dari talak pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka
ada beberapa kewajiwab suami yang salah satunya adalah memberi
nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali
bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak
hamil. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika Kompilasi Hukum
Islam menyatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi dihadapan sidang
maka pada perceraian yang dilakukan oleh warga Dusun Galisan ini
sebelumnya tidak ada perceraian maka tidak ada pula akibat-akibat yang

harus dipenuhi oleh suaminya.

Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang No. 23
Tahun 2006 bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi
pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatat sipil. Kemudian pada pasal 9 pula
dijelaskan pada ayat (1) bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan
administrasi kependudukan yang memiliki kewenangan diantaranya adalah
memeroleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk.
Sementara instansi pelasana yang dimaksud dalam pasal tersebut
ditambahkan kembali pada point selanjutnya yangni kewanangan
sebagaimana yang dimaksud berlaku juga bagi KUA Kecamatan ,

khususnya untuk pencatatan nikah, talaq, cerai, dan rujuk bagi penduduk
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yang beragama islam.’! Dari pasal yang sudah terantum tersebut sehingga
dapat diketahui bahwa segala hal penting yang terjadi pada Masyarakat

juga perlu untuk dicatatkan guna kelengkapan adminisrasi pendudukan.

51 Undang-Undang No. 23Tahun 2006 Administrasi Kepndudukan
(Bandung;Fokusmedia,2007)pasal 3 dan pasal 9
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BAB III

PANDANGAN KYAI DESA LERPAK KECAMATAN GEGER
KABUPATEN BANGKALAN TENTANG KEABSAHAN
PERNIKAHAN ISTRI TANPA PUTUSAN CERAI DARI

PENGADILAN AGAMA.

A. Sekilas tentang Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

1. Letak geografis

Desa Lerpak merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah
Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan yang berada di pulau madura
Propinsi Jawa Timur, yaitu terletak di sebelah Barat Pulau Jawa dengan
luas wilayah 14.280.745 meter terletak 20 km dari Kecamatan Geger.
Berdasarkan topografi dusun ini berada di wilayah dataran tinggi yaitu
sekitar 100 m dari permukaan air laut.> Tidak terkecuali saat ini Desa
Lerpak telah memiliki sarana penunjang guna pemenuhan dan pelayanan

terhadap masyarakat, dengan rician sebagai berikut:

Tabel 1
Sarana Prasarana Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupeten
Bangkalan™
NO. NAMA JUMLAH
BALAI DESA 1
1.

52 Wawancara, sekertaris desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan, 17 November 2019 Pukul 11:00
WiIB
53 Arsip Dokumen Profil Desa
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) JALAN KECAMATAN 20 km

3' JALAN KABUPATEN 27 km

4. JALAN DESA 14,82 km
5. MASJID 5

Secara administratif, Dusun Galisan terletak di wilayah Desa
Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, adapun batas-batas
wilayah Desa Lerpak adalah sebagai berikut: Disebelah utara berbatasan
dengan dusun birampak desa olbek .disebelah selatan berbatasan dengan
dusun ngnerasa desa telakeh sementara disebelah timur dibatasi oleh dusun
debung desa debung.dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan
dusun jatipo’on desa bengsempal. Dengan kondisi jalan yang sulit untuk
dilalui jarak tempuh dusun Galisan menuju kecamatan yang berjarak 5
dapat ditempuh dengan waktu 30 menit . Sedangkan jarak tempuh ke pusat
kota yang mana disana ada pengadilan agama adalah 20 km, yang bisa
ditempuh dengan waktu satu jam karena jalan yang tidak mendung
sehingga membutuhkan waktu yang lama.>*

Pada saat cuaca panas desa lerpak bisa mencapai 40° Celcius
sehingga kondisi seperti ini pula yang menyebabkan masyarakat hanya
memiliki satu kali kesempatan untuk menanam padi itupun menunggu

musim husan tiba. Sebagaian besa tanahnya terdiri dari pemukiman, hutan,

dan pertanian. Sebagaian wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga

> Wawancara,, koordinator keamanan Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan. 17 November
2019 pukul 08:30 WIB
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dengan Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan yang biasa
terjadi pada bulan oktober sampai maret dan musim kemarau yang biasa
terjadi pada bulan April sampai September.
2. Keagamaan Desa
Masyarakat Dusun Galisan seluruhnya memeluk agama islam.
Hal unik yang perlu kita kagumi lagi dari dari dusun galisan ini adalah
bahwa setiap rumah memiliki mushola atau yang mereka sebut dengan
“langger”. Dan seperti daerah-daerah pada umumnya mereka juga
melukan hajatan-hajatan dan setiap tahunnya merayakan peringatan-
peringatan agama islam misalnya hari raya idul fitri, hari raya idul adha,
dan kebetulan saat penulis datang untuk kepeluan penelitian skripsi
masyarakat sedang merayakan acara maulid nabi, dengan nuansa yang
berbeda pula yakni yang sering kita jumpai adalah perayaan maulid cukup
di mushola dan di laksanakan satu kampung tapi ini setiap rumah
merayakan acara maulid nabi dengan mengundang masyarakat sekitar.
Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan memiliki yang sering dilakukan oleh Masyarakat desa
selain memeringati Maulid Nabi Muhammad SAW, antara lain:>®
a. Upacara kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal
dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari

pertama sampai hai ke tujuh, empat puluh, seratus hari, dan seribu hari.

%5 Maimun,Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 16 November 2019, pukul 15.00 WIB.
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b. Upacara pekawinan, diadakan untuk memeiahkan perkawinan yang
sebelumnya telah didahului dengan lamaran yang dilakukan oleh
kedua calon, dan upacara perkawainan tidak pernah lepas dari
kehadiran tetangga sekitar untuk saling membantu.

c. Upacara tingkepan, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mendoakan
keselamatan ibu serta bayi yang di kandung, dan merupakan ungkapan
kegembiraan akan hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia
tujuh bulan.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas bahwa
keseluruhan mayarakat Dusun Galisan Desa Lerpak beragama islam dan
mayoritas banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran baiktentang agama
1slam. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatab keagamaan yang
diadakan oleh kelompok remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Seperti:

a. Diskusi atau kajian keagamaan yang diadakan oleh remaja masjid
pada setiap bulan.

b. Kelompok yasinan yang diikuti oleh bapak-bapak setiap malam
jumat.

c. Pengajian rutin satu minggu sekali yang diadakan oleh ibu-ibu.

Pendidikan masyarakat Desa Lerpak

Bangsa indonesia mempunyai program wajib sekolah 12 tahun.
Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara indonesia dan
merupakan cita-cita bangsa indonesia untuk mencerdasakan generasi

bangsa dimasa akan datang. Dan program ini sudh dijalankan di dusun ini
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namun di dusun ini tidak ada PAUD seperti dikebanyakan daerah tapi
langsung taman kanak-kanak dan masih minim kita jumpai yang telah
melaksanakan pendidikan S1 karena banyak anak-anak yang oleh orang
tuanya di letakkan di pondok.

Tabel 2

tingkat pendidikan masyarakat Desa Lerpak Kecamatan Geger

Kabupaten Bangkalan>®

NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | PROSENTASE

Tidak sekolah atau buta | 625 53 %
1.

huruf

Tamat sd/ sederajat 290 25 %
2.

Tamat sltp/ sederajat 134 11 %
3.

Tamat slta/ sederajat 100 9%
4.

Sarjana/ s1 23 2%
5.

TOTAL 100 %

Tingkat pendidikan Desa lerpak Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan adalah separo dari orang tua yang telah bekerja tidak pernah
mengenjam pendidikan, dan dari data yang di sebutkan diatas dapat
diketahui hanya sebagian kecil yang memiliki pendidikan terakrhir
Sekolah Mengah Atas. Sehingga hal tersebut memiliki pengaruh yang

cukup tinggi terjhadap pentingnya pencatatan perceraian untuk dapat

56 Arsip Dokumen Profil Desa
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digunakan sebagai bukti untuk persayaratan pernikahannya kembali.

Terutama bagi masyarakat yang wilayah dusunnya sulit untuk diakses.

4. Perekonomian Desa Lerpak

Tingkat pendapatan rata-rata warga dusun galisan adalah

1.000.000.- secara umum mata pencahaian warga masyarakat dusun

galisan adalah petani.

Tabel 3

Mata Pencaharian Masyrakat Desa Lerpak Kecamatan Geger

Kabupaten Bangkalan®’

NO. | PEKERJAAN JUMLAH (ORANG)

Petani 3638
1.

Pedagang 168
2.

Pns 7
3.

Tukang/Jasa 152
4.

Lain-Lain 1739
5.

Selain beberapa pekerjaan diatas masyarakat juga hobi

mmelihara hewan ternak diantaranya sebagai beriku

57 Arsip Dokumen Profil Desa
58 Arsip Dokumen Profil Desa

t'58
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Tabel 4
Jenis Ternak Masyrakat Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan
NO. | JENIS HEWAN JUMLAH
1. Ayam 3510
2. Kambing 231
3. Sapi 1380
4. Kuda 5

Rata-rata penduduk desa lerpak kecamatan geger kabupaten bangkalan
selain memiliki pekerjaan tetap mereka juga hobi dalam berternak
hewan guna penunjang kebutuhan lainnya. Sebagaian besar
masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani dikarenakan rata-rata
pemukiman masyarakat di kelilingi oleh persawahan dengan
mengandalkan air tadah hujan. Padi yang mereka panen mereka
tumpuk untuk persediaan hingga bisa bertahan satu tahun. Selain
mengandalkan pertanian masyarakat sehari-hari juga berternak, selain
sebagai persiapan untuk acara syukuran apabila ternak sudah siap
untuk disembelih biasanya juga digunakan untuk acara-acara
keagaamaan karena masyarakat sangat erat memegang adat istiadat

untuk syukuran dan lain-lain.>

5. Kependudukan

% Wawancara, 16 November 2019 pukul 19:00 WIB
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Berdarkan data terakhir tahun 2018, jumlah penduduk desa
Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan adalah 5052 jiwa
jumlah penduduk. Penduduk desa lerpak seluruhnya beragama islam
dan tidak tedapat penuduk yang menganut agama lain atau
kepercayaan tertentu.

Desa Lerpak hanya terdiri dari 9 Dusun saja dengan jumlah
penduduk 14.347 jiwa atau 1840 KK, dengan perincian sebagai
berikut:%°

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten

Bangkalan
NO. | JENIS KELAMIN JUMLAH
Laki-Laki 2664
l.
Perempuan 3020
b,
Jumlah 5684

B. Pernikahan Dan Perceraian Tanpa Putusan Cerai Dari Pengadilan Agama

1. Kronologi pelaksanaan pernikahan istri tanpa putusan cerai dari
Pengadilan Agama®!
Pratik perceraian yang tidak dicatatkan itu dilakukan oleh

masyarakat Dusun Galisan Desa Lerpak Keamatan Geger Kabupaten

80 Arsip Dokumen Profil dan tata kelola Desa
61 Wawancara narasumber, 17 November 2019 pukul 09:00 WIB
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Bangkalan perceraian yang dicatatkan tesebut adalah perceraian dari suami
istri yang menikah seara sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Pernikahan tersebut
dilaksanakan oleh suami istri yang bernama Abdullah dan Umi (nama
disamarkan) yang awal pernikahannya hidup bahagia seperti pernikahan
pada umumnya.

Tapi dengan berjalannya waktu pernikahan tesebut menghadapi
banyak rintangan sebuah permasalahan keluarga dari faktor ekonomi
kemudian berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga yang di lakkan
oleh suami karena sang istri terus meminta nafkah untuk kebutuhan sehari-
hari hingga puncak masalah terjadi sang suami menceraikan istrinya
hingga tiga kali.

Cerai pertama adalah saat istrinya membangunkannya saat tidur
untuk bekerja dan tidak bermalas-malasan yang berdampak pada sang istri
akhirnya pulang ke rumah keluarganya kemudian saat sang suami
menyesali perbuatannya akhirnya minta rujuk kembali dan pihak istri
menyetujuinya. Hal itupun sama dengan perceraian yang kedua hingga
sang istri memberinya kesempatan kembali. Dan pada tahun 1992
terjadilah talak tiga yang diucapkan sang suami pada puncak permasalah
keluarga mereka.

Ketika sang suami menceraikan istrinya sudah tiga kali
banyaknya, maka pasangan ini tidak boleh ruju’ kembali. Dan sang

istripun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan
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kembali hubungan rumah tangga, namun sang suami telah memberikan
talaq ketiganya.

Sudah tidak ada hubungan baik antara keduanya dan
dikabarkan bahawa sang suami telah pergi bekerja di Malaysia maka pihak
istri telah memulai aktifitasnya kembali dengan mulai lebih terbuka pada
orang. Dari kesibukkan keduanya tidak ada yang memiliki inisiatif untuk
mengurus perceraian mereka di Pengadilan Agama. Dan pada masa itu
pencatatan pernikahan baik pereraiannya pun hanya dilakukan apabila itu
dibutuhkan.

Setelah lama istri yang telah mendapat talaq dari suaminya
tersebut maka telah menjalani kehidupannya kurang lebih selama satu
tahun datanglah laki-laki lain yang berniat untuk menikahinya. Kemudian
datang seorang laki-laki yang telah mencoba meyakinkannya. Perkenalan
mereka lakukan hingga beberapa bulan dan keduanya memutuskan untuk
melanjutkan kejenjang yang lebih serius. Maka pada tahun 1994 keduanya
melakukan pernikahan di kediaman mempelai putri yang pada saat itu
ramai dihadiri banyak orang dan diadakan dengan pesta seperti pernikahan
pada umumnya. Maka lai-laki yang akan menikahinya tesebut dengan
tidak mau mengambil resiko terlalu lama dan ribet maka diapun
memanggil kyai disekitar rumah calon istri untuk menikahkan mereka.
Pendapat masyarakat

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan

tanpa menunggu putusan cerai dari Pengadilan Agama itu merupakan hal
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yang lumrah terjadi karena memang masyarakat memandang itu hanya
perlu dilakkan bagi orang yang butuh saja, karena kini masyarakat telah
sadar mengetahui betapa pentingnya pendidikan dan pemerintahpun kini
telah memberikan peraturan baru mengenai pendaftaan sekolah yakni
melampirkan akte kelahiran anak. Maka masyarakat menganggap ini
adalah perlu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa
tujuan pencatatan perkawinana dan perceraian adalah untuk kepentingan
administrasi negera, namun tidak menjadi penting bagi masyarakat yang
tidak membutuhkannya sehingga dari permasalahan yang penulis ajukan
masyarakat menganggap bahwa tidak perlu adanya pencatatan perceraian
jika pernikahan berikutnya memang tidak ingin dicatatkan. Masyarakat
memahami bahwa pernikahan jika sudah memenuhi persyaratan maka
sudah cukup dan tidak perlu untuk diadakan pencatatan perceraian.
Beberapa hasil wawancara terhadap masyarakat maka penulis telah
mengkategorikan beberapa bendapat terkait dengan Pernikahan seorang
istri tanpa putusan cerai dari Pengadilan Agama:

a. Pendapat pertama, hakikatnya pernikahan adalah menyatukan dua
orang yakni antara laki-laki dan perempuan, yang didasari dengan
cinta serta untuk memperbanyak keturunan. Jika syarat yang

diajukan untuk melanjutkan jenjang pernikahan maka sudah barang
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tentu tidak perlu lagi adanya pencatatan baik dalam pernikahannya
maupun dalam perceraiaanya.®?

b. Pendapat kedua, pernikahan adalah suatu perbuatan baik yang
dilakukan oleh orang islam untuk menghalalkan hubungan karena
tidak baik jika malah terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan.
Pecatatan sebenarnya hanya penting jika diperlukan. Kini menurut
pendapat ini bahwa sudah banyak pernikahan yang dicatatkan
untuk kepentingan administratif Negara. Namun jika memang tidak
dibutuhkan maka tidak perlu adanya pencatatan. Pencatatan
perceraian juga tidak mengakibatkan sahnya perceraian.®?

c. Pendapat ketiga, pernikahan adalah suatu jalan untuk
memperbanyak keturunan dengan jalan yang baik. Pernikahan
memang pening untuk dilakukan sebagai masyarakat yang taat
hukum tapi perceraian tidak perlu untuk dicatatkan karena
kalaupun sang suami telah mengatakan talaq padanya maka disitlah
perceraian terjadi seingga tidak butuh lagi untuk mengajukan ke
Pengadilan Agama. Apalagi jika pernikahan berikutnya tidak ingin
dicatatkan sehingga tidak perlu bukti perceraian untuk dapat

melangsungkan pernikahan.%*

62 Wawancara, 16 November 2019 pukul 10:00 WIB
83 Wawancara, 16 November 2019 pukul 10:30 WIB
64 Wawancara, 16 November 2019 pukul 10:45 WIB
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C. Sekilas tentang profil kiai Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten

Bangkalan

Kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (islam) plus amalan
dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut syaiful akhyar lubis,
menyatakan bahwa “kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesentren,
maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan karismanya
sang kiai. Karena itu tidak jarang terjadi, apabila sang kiai di salah satu
pondok pesantren waat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot

karena kiai yang menggantikannya tidak sepopuler kiai wafat itu”.%

Menurut Mustafa al-Maraghi, kyai adalah orang-orang yang
mengetahui kekuasaan dan keagungan Allah SWT sehingga mereka takut
melakukan perbuatan maksiat. Menurut Sayyid Quthb mengartikan bahwa
kyai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah
yang mengagumkan sehingga mereka dapat mencapai marifatullah secara

hakiki.

Berikut adalah lima profi Kiai Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan. Kiai pertama adalah Kiai Gufron beliau berusia 57
tahun beliau merupakan alumni pondok Sidogiri keseharian beliau adalah
sebagai imam di masjid jami’ yang terletak di Desa Lerpak. Kiai kedua, beliau
bernama K.H. Munif usia beliau adalah 49 tahun beliau merupakan lulsan

terbaik dai pondok pesantren tambak beras yang terletak di jombang pekerjaan

85 Saiful Akhyar Lubis, Konseling Islami Kyai dan Pesantren (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 169.
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beliau saat ini selain sebagai pengajar di TPQ beliau juga adalah seagai salah
satu kiai yang sering menikahkan masyrakat yang ada di Desa Lerpak
Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Wawancara dengan kiai Munif

dilakukan pada tanggal 17 November 2019.

Kiai ketiga, beliau adalah kiai Rouf Nasrullah usia beliau adalah 56
tahun keseharian beliau adalah sebagai imam di salah satu musola yang ada di
Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan beliau berupakan
lulusan dari pondok pesantren Sidogiri. Wawancara dengan kiai Rouf
dilakukan pada tanggal 17 November 2019. Narasumber ke empat adalah Gus
Andillah usia beliau kini adalah 67 tahun keseharian beliau adalah sebagai
pengasuh musola dan beliau merupakan lulusan dari pondok pesantren Nasrul
ulum. Wawancara dengan Gus Abdillah dilakukan pada tanggal 18 November
2019. Narasumber ke lima adalah kiai Zuhri beliau merupakan alumni pondok
pesantren Darussalam usia beliau saat ini adalah 69 tahun keseharian beliau
adalah sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Amin yang berada di tengah-
tengah Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dan kini telah

ada ratusan santri yang belajar di pondok pesantren al- amin.

Kiai Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupeten Bangkalan ialah
mereka seorang alim ulama yang dipercaya dalam urusan agama dan sebagai
pemberi solusi yang baik dalam urusan pemberian petuah yang dipercaya oleh
masyarakat. Kiai Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabuten Bangkalan adalah

mereka yang mengerti dan memahami masalah agama dan menjadi sumber
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rujukan penduduk setempat untuk segala permasalahan dalam kehidupan

masyarakat setempat.

D. Pandangan Kiai tentang Pernikahan Istri tanpa Ada Putusan Cerai dari
Pengadilan Agama

Masyarakat Desa Lerpak begitu sangat menghormati kyai, cara
menghormatinya perlu dijadikan contoh untuk masyarakat di luar madura.
Kiai yang begitu dihormati tidak hanya menjadi imam yang dipercaya hanya
untuk mengimami tatkala sholat saja melainkan juga mempercayakan tentang
hal-hal penting yang ada dalam kehidupannya seperti halnya pernikahan
masyarakat sekitar lebih senang jika seorang kiai yang menikahkan mereka
dengan alasan barokah kiai.

Cukup sederhana yang mereka sebut sebagai kyai adalah mereka
yang mengimami sholat di masjid, mereka yang punya pondok sekalipun itu
baru berdiri. Ada beberapa kyai yang telah penulis datangi dengan brbagai
pandangan sesuai dengan kadar pengetahuan, karena latar belakang yang
dimiliki berbeda-beda. Pandangan tersebut telah penulis rangkai dalam
beberapa rangkuman sebagai berikut:

1. K.H Ghufron,%® selaku informan pertama yang menyatakan bahwa
pernikahan itu bertujuan untuk selamanya, bukan hanya dibuat main-main

yang bersifat sementara. Pernikahan yang dilakukan antara dua pasangan

8 K.H Ghufron, 57 Tahun, pondok pesantren sidogiri, imam masjid jami’ (17 November 2019)
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yang mempunyai niatan untuk menceraiakan istrinya dikemudian hari
maka itu diperbolehkan.®’

Seperti pernikahan yang terjadi di Desa Lerpak yakni tentang
penikahan seorang isti yang belum mendapatkan putusan cerai dari
pengadilan Agama, dimana pernikahan itu terjadi akibat dari suami yang
pertama telah meninggalkannya lebih dari satu tahun, dan ibu ini merasa
sendirian kemudian meminta sang kiai untuk menikahkannya kembali. Hal
seperti ini yang kelompok ini pahami bahwasanya terpenting yang ada
adalah kata talaq dari sang suami, jika kata talaq itu sudah ada maka
wanita ini bisa dinikahkan kembali setelah masa iddahnya habis.®®

Seperti yang dijelaskan diatas maka hukum pernikahan itu boleh,
dengan tidak perlu untuk menunggu untuk datang ke pengadilan. Karena
dengan ucapan talaq tersebut maka si wanita sudah dianggap janda.
Sedangkan untuk menguangi kesedihannya dan apabila sudah ada laki-laki
lain yang bisa mengobati lukanya dan agar tidak menimbulkan fitnah.
Maka wanita ini bisa segera dinikahkan. Dasar yang digunakan dalam

pandangan ini seperti yang termaktub pada Qs. An-nisa ayat 130%:

Yang artinya:

7 Ghufron, Wawancara, 17 November 2019 pukul 13:00

8 |bid.

8 Solo, Qomari: 2012. Qs. An-Nisa ayat 130
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Jika keduannya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada
masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas
(Karunia-Nya) lagi maha bijaksana. (an-Nisa/4:130)

Tokoh agama kedua adalah abah K.H Munif’°menerangkan bahwa
pernikahan adalah sunnah Rasul dimana jika itu dilaksanakan maka
separuh agama kita telah disempurnakan. Namun yang lebih sering
pernikahan masyarakat Desa Lerpak rata-rata saat ini telah dicatatkan
karena ada bantuan dari pihak desa untuk mencatatkan pernikahan
tersebut. Yang menjadi sulit adalah tatkala harus membawa perkara ini ke
Pengadilan Agama. Sementara akses menuju ke Pengadilan Agama sangat
jauh dan sulitnya kendaraan untuk masuk ke desa.

Pandangan ini tekumpul dari tokoh agama modern yang kini lebih
mengerti tentang pentingnya sebuah pencatatan yang perlu untuk
dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak maka yang memiliki
pendapat ini ikut membantu agar masyarakat yang telah menikah
pernikahannya bisa dicatatkan. Pendapat inipun mengatakan hanya mau
menikahkan masyarakat yang telah bersetatus janda atau duda setelah
memeroleh putusan cerai dari pengadilan agama guna ketertiban
administrasi dan ketaatan pada pemerintahan.”! Dasar yang digunakan

adalah QS. An-Nisa ayat 5972, sebagaimana berikut:

70 K.H Munif, 49 tahun, alumni pondok pesantren tambak beras, Pengajar TPQ (17 November

2019.

X Munif, Wawancara pada 17 November 2019 pukul 14:00 WIB
2 S0lo, Qomari: 2012. Qs. An-Nisa ayat 59
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e A s iy it 11 0 e g

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan

Ulil amri diantara kalian.”

Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai masyrakat
harus taat kepada pemimpin. Maka pendapat ini menyetujui bahwa
pernikahan harus dicatatkan. Tapi konteks ini memebrikan makna bahwa
pencatatan hanya dijalankan kerena untuk memenuhi administrasi yang
diperintahkan oleh pemerintahan dan sebagai tanda bakti seorang rakyat
kepada pemimpinnya. bukan karena bahwa yang sebenarnya islampun
menganajurkan untuk mencatatkan pernikahan.

3. Tokoh Agama Ketiga adalah kiai Rouf Nasrullah’® pendapat beliau bahwa
penikahan merupakan perkara yang sangat mulia. Mereka memeroleh
kenikmatan dua sekaligus yakni kenikmatan duniawi dan kenikmatan
ukhrawi. Yang mana meneurut pandangan ini adalah pernikahan
merupakan salah satu dari bidang al-Ahwal as-Syakhshiyyah bahwa
pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban

diantara keduannya.’”

73 kiai Rouf Nasrullah, 56 tahun, adalah imam mushola lulusan pondok pesantern sidogiri tahun 85
(17 November 2019).
74 Rouf Nasrullah, Wawancara pada 17 November 2019 pukul 15:00 WIB
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Memandang bahwa perkwaninan tersebut tetap dikatakan sah
karena pernikahan dalam agama tidak menysaratkan adanya pencatatan
pernikahan. Apalagi untuk menikah yang kedua kalinya jika memang
wanita tersebut telah diceraikan oleh suaminya maka sudah cukup
kesaksian orang ataupun sumpah dari wanita tersebut. Maka sudah cukup
sebagai dasar untuk laki-laki lain bisa menikahinya. Sehingga secara fiqih
apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akan
pernikahan sudah sah. Kerena yang jelas terdapat kasih sayang

diantaranya, kyai Rouf memberikan dasar lewat Surah Al-Ruum ayat 217°

yakni:
S 3 &) B350 S el ded gl S 5 SO Gls O agie e
S gl Y
Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berpikir.

5 Cv penerbit J-ART:2004 Al-Quran dan terjemah. Al-Ruum ayat 21
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4. Gus Abdillah 7, pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan

merupakan peristiwa penting dan bersifat pribadi. Sehingga sudah tidak
selayaknya negara ikut campur dalam urusan privasi seseorang. Mayoritas
masyarakat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan setiap
peristiwa penting dalam hidupnya selalu minta pendapat seorang kyai,
kerena menurut Masyarakat apa yang di sarankan pasti itu mendapatkan
berkah. Sehingga masalah warisan bisa dihitung secara islam dan
dikonsultasikan kepada kyai. Dari pemaparan beliau dapat di simpulkan
bahwa sebenarnya tidak diperlukan adanya pencatatan pernikahan maupun
perceraian. Bahkan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis
pendapat ini mengatakan pernikahan saja harusnya tidak perlu untuk
dicatatkan apalagi perceraian. Karena perceraian seperti yang di jelaskan

dalam Qs. An-nisa ayat 130"7:

& = C . BB 85 }& Q4 y%gis. S
LSs ewly Al OS5 € e 20 SETAD) d B525 O3

Yang artinya:

jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada
Masing-masing dan limpahan Karunia-Nya. Dan Allah maha luas

(Karunia-Nya) lagi maha Bijaksana (An- Nisa/4:130)

76 Gus Abdillah, 67 tahun, pondoh pesantren nasrul ulum, kyai pengasuh mushola (18 November

2019)

7 Abdillah, Wawancara pada 18 November 2019 pukul 14:00 WIB
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dari ayat di atas tidak disebutkan perintah untuk mencatatkan
perceraian. Karena perceraian hanya butuh kata talaq dari suami. Sehingga
apabila salah satu ingin menikah kembali maka cukup pengakuan dari
salah satu pihak. Hal ini beliau sampaikan mengingat minimnya tindakan

kejahatan terhadap pernikahan.

5. Kiai Zuhri ’®, dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pandangan
ini mengatakan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan atau ikrar
perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang
utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul
sebagaimana layaknya suami-istri. Pandangan ini juga menyebutkankan
bahwa tidak perlu adanya pencatatan perceraian karena yang sebenarnya
bukti dari perceraian cukup ucapan dari salah satu pihak. Pandangan ini
juga menambahkan bahwasanya perceraian tidak perlu untuk dibuktikan
dengan putusan dari Pengadilan Agama. Dikarenakan dalam kebutuhan
putusan perceraian tidak digunakan untuk mengurus administrasi seperti
pendaftaan sekolah, akte kelahiran dan kebutuhan yang lainnya. Jikapun
terjadi perselisihan yang nantinya yang bersangkutan akan memanggil
kerabat dari salah satu pihak.” seperti yang tertera pada Q.S An-Nisa ayat

358%0.

78 Kiai Zuhri, 69 tahun, alumni pondok pesantren darussalam, kiai pengasuh pondok pesantren al-
amin (18 November 2019).

78 Zuhri, Wawancara pada 18 November 2019 pukul 16:00

80 50lo, Qomari: 2012. Qs. An-Nisa ayat 35
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Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (juru
damai) dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu berkamsud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri
itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal [An-

Nisd/4:35]

Melalui ayat tersebut yang dijadikan dasar adalah cukup dengan
kehadiran keluarga sebagai penyelesai sengketa sehingga tidak perlu
datang ke Pengadilan Agama. Pandangan ini juga menambahkan bahwa
jauhnya Pengadilan Agama, sehingga daripada mempersulit untuk
beribadah. Sehingga konsultasi cukup pada keluarga yang bersangkutan.
dan yang lebih sering terjadi para pihak datang pada kyai untuk meminta
saran dan pandangan masyarakat bahwa saran dari seorang kyai itu adalah

jalan terbaik.
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BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN ISTRI TANPA ADANYA PUTUSAN CERAI
DARI PENGADILAN AGAMA DI DESA LERPAK KECAMATAN
GEGER KABUPATEN BANGKALAN

A. Analisis Pandangan Kiai Tentang Pernikahan Istri Tanpa Adanya
Putusan Cerai Dari Pengadilan Agama Di Desa Lerpak Kecamatan
Geger Kabupaten Bangkalan

Masyarakat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan
pada umumnya masih berpola Masyarakat tradisional yang jauh dari akses
untuk mudah mengetahui perkembangan zaman dan mengikuti polemik dunia
pada masa yang semakin berkembang. Hal tersebut tampak jelas dapat kita
rasakan hingga kini tentang sikap keterbukaan, keamahan, tanpa banyak basa-
basi, sekalipun terhadap orang baru kali pertama berjumpa, termasuk pada
penulis yang mengadakan penelitian di desa ini. Seperti dijelaskan pada bab
sebelumnya termasuk dalam kategori masyarakat yang masih melestarikan
budaya nenek moyang dalam hal hukum adat, baik dalam tindakan sosial
maupun dalam persoalan beragama.

Terbukti, sejumlah ritual yang telah menjadi adat kebiasaan sampai
sekarang juga masih dilaksanakan dan dilestarikan. Sebagaimana disebutkan
diatas bahwa hukum islam diperuntukkan bagi manusia, dan perubahan suatu
hukum bergantung pada perubahan situasi dan kondisi. Hasil dari proses

tersebut, yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang
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menjadi berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Beberapa kegiatan
ritual yang pada mulanya brasal dari adat kebiasaan masyarakat, kemudian
dikombinasikan dengan budaya dan ajaran islam.

Pada dasarnya pranata sosial dapat dilihat dari aktualisasi hukum
islam yang bertumpu pada interaksi sosial yang memiliki pola setelah
mengalami fase percampuran dengan kaidah-kaidah lokal yang dianit oleh
masyarakat yang majemuk.

Demikian yang terjadi Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan. Kelestarian budaya dan pranata-pranata sosial itu benar-benar
dijaga. Terleth dalam hak agama, masyarakat dusun galisan kevcamatan
lerpak kabupaten Bangkalan termasuk kategori masyarakat yang taat beridah
dan memiliki rasa hormat tinggi kepada para kyai, pola keberagaman
masyarakat mampu mengkombinasikan antara budaya lokal dan budaya islam.
Ritual-rutual keagamaan, seperti pengajian yasinan, tahlil, dan lain-lain yang
sebelumnya telah menjadi kebiasaan nenek moyang mereka sehingga sekarang
masih dilestarikan.

Pranata semacam ini berdampak pada sikap masyarakat yang
begitu perhatian terhadap hukum adat yang apabila diaplikasikan dalam
masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, termasuk
didalamnya adalah praktik pernikahan seorang istri yang belum mendapatkan
putusan cerai dari Pengadilan Agama. Meskipun secaa hukum islam

perceraian tersebut sah, namun dalam hukum positif yang dipakai di Indonesia



66

hal tesebut belum dapat dikatakan sebagai sebuah perceraiaan karena tidak
pernah diajukan dimuka persidangan.

Pembahasan pada bab ini adalah pembahasan yang sangat penting
dalam skripsi ini. Pada bab ini menjelakan bagaimana analisis kompilasi
hukum islam terhadap pandangan kyai tentang perkawinan seorang istri tanpa
putusan Pengadilan Agama yang pernah terjadi di Desa Lerpak Kecamatan
Geger Kabupaten Bangkalan. Yang dimana pelaksanaan pernikahan seorang
janda tersebut tidak seperti yang dilakukan pada masyarakat pada umumnya,
yang pada umumnya kita ketahui bahwa setelah pernikahan kembali seorang
wanita adalah setelah terjadi perceraian baru kemudian wanita tersebut bisa
melakukan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Sementara putusnya
penikahan karena perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Sidang
Pengadilan agama bagi meeka yang beragama islam. Beda halnya dengan apa
yang telah terjadi di Masyarakat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan ini bahwa ada masyarakat yang melakukan pernikahan yang
dicatakan di Kantor Urusan Agama lalu kemudian terjadi peceraian namun
perceraian tersebut tidak pernah dibawa ke Pengadilan Agama yang kemudian
di sidangkan dan mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama di
wilayahnya.

Desa Lerpak adalah desa yang masyoritas penduduknya beragama
islam. Masyarakat yang begitu kuat dalam keyakinan, yang menjadikan
seorang Kyai sebagai tokoh yang menjadi panutan. Dalam setiap hal penting

masyarakat terdoktrin untuk selalu berkonsultasi kepada kyai untuk
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memeroleh keberkahan. Maka sama halnya dengan sebuah pernikahan
masyarakat selalu menganggap penting bagi mereka untuk memeroleh
keberkahan kyai, hal yang dilakukan misalnya adalah yang menikahkan harus
seorang kyai, sementara bagi para kyai di Desa Lerpak pernikahan adalah
suatu jalan untuk menghalalkan hubungan guna mendapatkan keturunan.
Dengan ketentuan yakni syarat dalam Figih bahwa harus ada calon mempelai,
wali, saksi, dan ijab qobul. Kemudian jika terjadi pereceraian yang disebabkan
karena talaq maka cukup kata talaq dari suami dan apabila terjadi cerai mati
maka pihak wanita atau laki-laki telah ditinggal mati oleh salah satu. Sehingga
dari sini dapat kita cermati bahwa seorang kyai tidak menyebutkan bahwa
islam memerintahkan untuk mencatatkan pernikahan dan perceraian, terutama
untuk kasus yang terjadi yang adanya pernikahan seorangn istri tanpa putusan
dari Pengadilan Agama rata-rata pandangan kyai menyebutkan tidak perlu
adanya bukti tertulis dari Pengadilan Agama karena sejatinya perceraian
karena talak menurut pandangan kyai disana adalah cukup dengan adanya kata

talak dari sang suami.

. Analisis Kompilasi Hukum Islam Tehadap Pandangan Kiai Tentang
Pernikahan Tanpa Putusan Cerai Dari Pengadilan Agama Di Desa
Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Dalam pandangan islam pernikahan bukan hanya sekedar

keinginan menyalurkan hawa nafsu belakua, tetapi pernikahan adalah
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peristiwa agama yang mengikuti sunnah Rasulullah yang dilaksanakan sesuai

aturang agama Islam dan Petunjuk Allah SWT.

Pernikahan merupakan momentum dua orang yang sangat penting
dalam perjalanan kehidupannya dimana setelah pernikahan kedua belah pihak
mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk selamanya.
Tanggung jawab pada suatu pernikahan bukanlah suatu perkara yang mudah
tetapi jika tanggungjawab itu dilakukan bersama dengan ikhlas dan bahagia,
maka tanggung jawab itu akan terasa lebih mudah dan bernilai pahala.

Berikut analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pandangan
Kyai tentang Pernikahan seoang istri tanpa putusan cerai dari Pengadilan
Agama:

1. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pandangan kaesatu, selaku
informan pertama yanga mengatakan bahwa pernikahan itu bertujuan
untuk selamanya, bukan hanya dibuat main-main yang bersifat sementara.
Pernikahan yang dilakukan antara dua pasangan yang mempunyai niatan
untuk menceraiakan istrinya dikemudian hari maka itu diperbolehkan.
Serta pandangan pada pernikahan yang terjadi di Desa Lerpak yakni
tentang penikahan seorang isti yang belum mendapatkan putusan cerai dari
pengadilan Agama, dimana pernikahan itu terjadi akibat dari suami yang
pertama telah meninggalkannya lebih dari dua tahun, dan ibu ini merasa
sendirian kemudian meminta sang kyai untuk menikahkannya kembali.

Hal seperti ini yang dapat dipahami dari pandangan ini

bahwasanya yang terpenting yang ada adalah kata talaq dari sang suami,
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jika kata talaq itu sudah ada maka wanita ini bisa dinikahkan kembali
setelah masa iddahnya habis. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang
termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 114 yakni Putusnya
perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak
atau gugatan perceraian. Yang kemudian dilanjutkan kembali pada pasal
115 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa pasangan pernikahan
yang terjadi di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten bangkalan
menurut Kompilasi hukum Islam itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah
perceraian kerena perceraian tersebut tidak dilakukan di Depan sidang
Pengadilan Agama seperti apa yang dijelaskan di Pasal 115 tentang
perceraian dalam kitab Kompilasi Hukum Islam.

. Analisis kedua Kompilasi Hukum Islam terhadap pandangan pandangan
kedua yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sunnah Rasul dimana
jika itu dilaksanakan maka separuh agama kita telah disempurnakan.
Namun yang lebih sering pernikahan masyarakat di Desa Lerpak rata-rata
saat ini telah dicatatkan karena ada bantuan dari pihak desa untuk
mencatatkan pernikahan tersebut. Yang menjadi sulit adalah tatkala harus
membawa perkara ini ke Pengadilan Agama. Sementara akses menuju ke
Pngadilan Agama sangat jauh dan sulitnya kendaraan untuk masuk ke

desa.
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Namun pandangan ini bersumber dari tokoh agama modern yang
kini lebih mengerti tentang pentingnya sebuah pencatatan yang perlu untuk
dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak maka beliau ikut
membantu agar masyarakat yang telah menikah pernikahannya bisa
dicatatkan. Beliaupun mengatakan hanya mau menikahkan masyarakat
yang telah bersetatus janda atau duda setelah memeroleh putusan cerai dari
pengadilan agama guna ketertiban administrasi dan ketaatan pada
pemerintahan. Dari pernyataan yang disampaikan, sudah sejalan dengan
apa yang termaktub dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa
putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan
surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan
perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Sehingga dapat
dibenarkan sikap yang diambil bahwa untuk menikahkan Duda Maupun
janda yang telah memperoleh putusan cerai dari Pengadilan Agama,
namun pandangan ini tidak mengetahui manfaat lainnya apabila perceaian
dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama seperti yang terdapat alam
pasal 136 ayat (2) yakni, selama terdapat permohonan peceraian maka
Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus dipenuhi oleh
suami dan menentukan hal-hal yang penting untuk menjamin
terpeliharanya barang — barang suami atau istri atau barang-barang yang

menjadi hak suami atau istri.®!

81 Kompilasi Hukum Islam Pasal 136 ayat (2)
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3. Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pandangan ketiga yakni dari
penyataan bahwa penikahan merupakan perkara yang sangat mulia.
Mereka memeroleh kenikmatan dua sekaligus yakni kenikmatan duniawi
dan kenikmatan ukhrawi. Yang mana meneurut pandangan ini adalah
pernikahan merupakan salah satu dari bidang ail-Ahwal as-Syakhshiyyah
bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan
kewajiban diantara keduannya.

Memandang bahwa perkwaninan tersebut tetap dikatakan sah
karena pernikahan dalam agama tidak menysaratkan adanya pencatatan
pernikahan. Apalagi untuk menikah yang kedua kalinya jika memang
wanita tersebut telah diceraikan oleh suaminya maka sudah cukup
kesaksian orang ataupun sumpah dari wanita tersebut. Maka sudah cukup
sebagai dasar untuk laki-laki lain bisa menikahinya. Sehingga secara fiqih
apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akan
pernikahan sudah sah. Memang tidak disebutkan secara terah di dalam Al-
Qur’an adanya perintah untuk mencatatkan pernikahan, namun dapat kita

lihat pada Q.S Al-Baqoroh ayat 282 yakni:

bogiss Ao JEU AL iy (20136 15 1Al ) Ll

Artinya:
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... .

Makna diperintahkan untuk menuliskannya berarti didalamnya
akan timbul sesuatu hal yang penting untuk diingat, bahwa dari hal yang
bisa kita ketahui disana adalah suatu hal penting kita diperintahkan untuk
mencatat, pernikahan merupakan hal penting karena itu akan dibawanya
hingga mati. Sesuai dengan pasal 131 ayat (5) dalam Kompilasi Hukum
Islam bahwasanya setelah adanya sidang maka Pengadilan Agama akan
membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang
merupakan bukti adanya perceraian yang mana bahwa helai pertama
beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat nikah yang
mewilayahi tempat tinggal suami untk diadakan pencatatan, sementara
helai kedua diberikan kepada mantan suami dan istri sedangkan helai ke
empat disimpan Pengadilan Agama.’> Hal terpenting kedua adalah al-
Quran menyatakan bahwa manusia diperintahkan untuk menaati ulil
amrinya. Maka sudah sewajarnya jika warga Indonsia memerinthkan
warganya untuk mencatatkan pernikahannya maka sudah seharusnya

perintah itu untuk diindahkan, sesuai ayat
Sesin AV oy Jl 1gaboly Al Igrubol 1281 2, 400 L

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya),

dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An Nisa’: 59)

82 Kompilasi Hukum Islam,Pasal 131 ayat (5)
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4. Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pandangan ke empat, tentang
pernyataan bahwa sebenarnya tidak diperlukan adanya pencatatan
pernikahan maupun perceraian. Bahkan dalam wawancara yang dilakukan
oleh penulis, pandangan ini mengatakan pernikahan saja harusnya tidak
perlu untuk dicatatkan apalagi perceraian. Jika kita lihat pada pasal 8
Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya putusnya perkawinan selain cerai
mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan
Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau
putusan taklik talak.®’

Dapat kita tahui dari pasal tersebut bahwa betapa pentingnya bukti
perceraian dari Pengadilan Agama. Karena di dalamnya juga ada
perlindungan yang memuat, seperti pada pasal 105 bahwa dalam hal
terjadinya perceraian maka; (a) pemeliharaab anak yang belum
Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b)
pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk
memilih  diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pada
pasal tersebut dapat kita ketahui bersama jika tidak adanya bukti cerai
dari Pengadilan Agama maka hak-hak anak yang ada pada pasal 105
Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terpenuhi. Dan mantan istri tidak

dapat menggugatnya karena tidak memiliki bukti atas perceraiannya.?*

8 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8
8 Kompilasi Hukum Islam, pasal 105
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5. Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pendapat bahwa tentang
pendapat perceraian adalah putusnya hubungan atau ikrar perkawinan
antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal
dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana
layaknya suami-istri. Pandangan ini juga menambahkan bahwa tidak perlu
adanya pencatatan perceraian karena yang sebenarnya bukti dari
perceraian cukup ucapan dari salah satu pihak. Juga ada penambahkan
bahwasanya perceraian tidak perlu untuk dibuktikan dengan putusan dari
Pengadilan Agama.

Pandangan ini juga mengatakan jika kebutuhan putusan perceraian
tidak digunakan untuk mengurus administrasi seperti pendaftaan sekolah,
akte kelahiran dan kebutuhan yang lainnya. Hal ini telah penulis analisis
menggunakan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.®> Dari pasal tersebut dapat dianalisis
bahwa yang dikatakan bercerai menurut Kompilasi Hukum Islam adalah
perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan yang

berusaha menyelesaikan perdamaian adalah pihak dari Pengadilan Agama.

8 Kompilasi Hukum Islam, pasal 115
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Pandangan kiai di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan
tentang pernikahan seorang istri tanpa putusan cerai dari Pengadilan
Agama terdapat dua pendapat yakni ada yang berpendapat bahwa
pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah dicerai oleh
suaminya yang pertama perlu adanya putusan dari Pengadilan Agama
sebagai bukti perceraian yang sah menurut negara. Pendapat kedua yang
dikemukakan oleh kiai yang beranggapan bahwa bukti dari perceraian
tidak dibutuhkan sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan mereka
menambahkan bahwa tidak perlu adanya bukti cerai dari Pengadilan
Agama yang emudian pendapat ini mengatakan cukup perntaan cerai dari
salah satu pihak.

Analisis Kompilasi Hukum Keluarga terhadap pandangan Kiai terhadap
pernikahan pernikahan istri tanpa putusan cerai dari Pengadilan Agama
yang terjadi di Desa Galisan Kecamatan Geger tidak sesui dengan pasal
113 bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yakni: (a) Kematian;
(b) Perceraian; dan (c) atas putusan Pengadilan. Yang kemudian dalam
pasal 115 bahwa percaraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
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SARAN

Saran dari penulis adalah perlu adanya perhatian khusus dari
perintah setempat terhadap pola pikir kiai Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan untuk adanya sosialisasi terhadap para kiai dan
masyarakat sekitar tentang pentingnya pencatatan dan bukti perceraian
sebelum melakukan pernikahan kedua kalinya bagi wanita yang telah di talak
suaminya. Penting juga bagi para kiai dan mayarakat untuk menerapkan aturan
pemerinta bahwa setiap perceraian yang dilakukan oleh umat islam hanya

dapat dilakukan di hadapan Sidang pengadilan Agama.
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